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ABSTRAK

M. Luthfi Ari Wibowo. NPM. 17.81.0295. 2021. PERTANGUNGJAWABAN
PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DI KALANGAN REMAJA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Hidayatullah.,S.p.d.,S.H.I.,M.H. Pembimbing Il
Nasrullah, S.H.l, M.H.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Obat Terlarang, Remaja,
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap obat-
obatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan
untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengedar obat terlarang oleh remaja
menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian
ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian
kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode
penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana obat terlarang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009, memberikan sanksi, disamping dapat dikenakan
hukuman badan dan juga dapat dikenakan pidana denda, tetapi pecandu narkotika yang
tergolong dalam penyalahgunaan narkotika golongan | pada dasarnya memenuhi
kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu
pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban. Adapun Pengaturan obat-
obat terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal
111 s/d 126 sedangkan aturan tenatang sanksi dan rehabilitasi terhadap
penyalahgunaan golongan-golongan Narkotika tersebut ada pada Pasal 54 dan 127
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana obat terlarang
bagi pengedar remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa Pidana penjara
minimal 3 tahun maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp.
8.000.000.000 serta pidana mati



ABSTRACT

M. Luthfi Ari Wibowo. NPM. 17.81.0295. 2021. BHS INGGRIS CRIMINAL
ACCOUNTABILITY FOR ABUSE OF PROHIBITED DRUGS AMONG YOUTH
ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS. Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Pembimbing | Dr. Hidayatullah.,S.p.d.,S.H.I.,M.H.. Pembimbing Il Nasrullah, S.H.I,
M.H.

Keywords Criminal Responsibility for Illegal Drug Abuse, Teenagers, and Law
Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

This research aims to determine the legal regulation of illegal drugs in Law Number 35
of 2009 concerning Narcotics and to determine the criminal responsibility of drug
dealers by teenagers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods.
Normative legal research methods or library legal research methods are methods or
methods used in legal research which are carried out by examining existing library
materials.

The results of this research are that illegal drug crimes based on Law Number 35 of
2009 provide sanctions, apart from being subject to corporal punishment and can also
be subject to fines, but narcotics addicts who are classified as class I narcotics abusers
basically fulfill the qualifications as perpetrators of criminal acts. narcotics, but in
certain circumstances narcotics addicts will be more positioned towards the victim. The
regulations for illegal drugs based on Law Number 35 of 2009 are in Articles 111 to
126, while the rules regarding sanctions and rehabilitation for abuse of these types of
Narcotics are in Articles 54 and 127 of Law Number 35 of 2009. Accountability Illicit
drug crimes for teenage dealers according to Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics will be subject to criminal sanctions based on Articles 111, 119 and 124 of
Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely in the form of a minimum
prison sentence of 3 years, a maximum of life and a maximum fine. Rp. 8,000,000,000
and the death penalty
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